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BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbaag

Mengingat

KEPUTUSAnI BIIPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR. Bt ryY KPTPS/IV.W nW|

TENTANG

STATUS DEFII\{ITItr' NEGERI SEKOLAII MEIVENGAII ATAS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BT]PATI LAMPUNG BARAT,

: a bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh
Pendidikan Menengah Atas s€rta dalam pemerataan layanan pendidikan maka

perlu untuk menetapkan status Definitif SMA Negeri ;

b. bahwa Sekolatr Menengah Atas Negeri 2 Bengkunat dan Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Bengkunat telatr memenuhi persyaratan dari segl adminishasi
maupun peraturan yang berlaku runtuk ditingkatkan sebagai Sekolah
Menengatr Atas Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

: 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pernbentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Lrimprmg Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talum. 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3452);

2, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerafu
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Taurbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia M37);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Talurn 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2000 Tentang Kewenangm
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi;

6. Perattran Daeratr Kabupaten Lampung Barat No.I8 Tahun 2000 tentang
Perincian Kewenangan Kabupaten Laurpung Barat ( Lembaran Daerah Tahun
2000 No. 24 Seri D )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 Tentang
Pembenfukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Lampung Barat (Irmbaran Daeratr Tahun 2003 Nomot 04 Seri D).

: l. usul dan saraa dari KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
2. Usulan dari Sekolah Mene,ngah Atas Negeri 2 Bengkunat
3. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Benghmat

Memperhatikan


